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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimaeaghitungan,
pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan P&4d) g2 karyawan pada PT.
Surya Martim Perkasa. Untuk mengetahui dokumen-aheku yang digunakan
dalam sistem administrasi Pajak Penghasilan (PRisplp21l pada PT. Surya
Martim Perkasa. Sedangkan metode analisis yangndigun adalah metode
deskriptif kuantitatif. Memeriksa dan menelaah dgéag dikumpulkan untuk
memastikan apakah data tersebut dapat dipertangguadgkan kebenarannya.
Mengkategorikan data disesuaikan dengan kriteriau bdan hal-hal yang
dibutuhkan dalam pengumpulan data. Cara mengukur mi@nghitungnya
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hgs@nelitian ini adalah dalam
sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pdsgla®a PT. Surya Martim
Perkasa sesuai dengan ketentuan mengatur pajaesPAaiministrasi Direktorat
Jenderal Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 PT. Qdayim Perkasa adalah
sebagai berikut: Memeriksa dokumen pendukung, Mahperpajakan, Membuat
perhitungan pajak, Membuat daftar bukti pemotongaiak (PPH) Pasal 21,
Mengarsipkan bukti pemotongan pajak (PPH) Pasaldkumen dokumen yang
digunakan dalam laporan dan pembayaran Pajak PsitghdPPH) Pasal 21
sebagai berikut: Surat Pemberitahuan Masa (MasageRdralian), Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), Setoran FZ§iK).

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan TahunaraSd?ajak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajakpataghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengamandalam bentuk apa pun sehubungan
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dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatandyiakukan oleh orang pribadi. (Mardiasmo
2011:168).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajakdyageigakan terhadap subjek pajak atau
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tditun pajak. (Siti Resmi 2009:88) Pajak
Penghasilan(PPh) pasal 21 merupakan salah satulpagsung yang dipungut pemerintah pusat
atau merupakan pajak negara yang berasal dari patasarakyat.Dari berbagai jenis pajak
penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Rasalerupakan salah satu pajak yang
memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kabipgemerintah dalam mengatur

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain desigatuarkannya Undang- undang
Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah desigdang-undangNomor 10 tahun 1994, dan
dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, sertidbalean terakhir yaitu undang-undang no.
36 tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2bsefgan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan
orang pribadi.

PT. Surya Martim Perkasa yang merupakan perusdbbanDalam melakukan aktivitas
ekonomi PT. Surya Martim Perkasa sebagai salahlsattukBadan Usaha tidak terlepas dari
sistem administrasi. Jumlah karyawan PT. SuryaiMaPerkasa yaitu :

1. Karyawan tetap : 322 orang

2. Karyawan tidak tetap : 289 orang

3. Karyawan musiman (giling) : 293 orang
4. Tenaga tebang (giling) : +/- 2.000 orang

Sistem perpajakan yang digunakan pada PT. Suryéanv®erkasa vyaitu withholding
system, yaitu suatu system pemotongan pajak dimaveenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dkanboieh fiskus maupun oleh wajib pajak itu
sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak ligenign (PPh) Pasal 21 adalah PT. Surya
Martim Perkasa selaku pemberi kerja. Dimana bgsapotongan tergantung berapa besarnya
penghasilan yang diterima setiap karyawan.

Dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasah@d ¥rutang pada PT. Surya Martim
Perkasa yaitu dengan menggunakan sistem manuali ya#laporkan langsung Surat
Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak patem

LANDASAN TEORI

Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi (2013:31) Sistem adalah sekelompagur yang erat berhubungan satu
dengan lainnya yang berfungsi untuk menangani seyaag berulangkali atau yang secara rutin
terjadi”. Istilah sistem secara umum dapat didsfika@n sebagai kumpulan hal atau elemen yang
saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengarcesaa tertentu sehingga membentuk satu
kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna p@&neaatu tujuan. Sistem mempunyai
karakteristik atau sifat-sifat tertentu,yaitu: Koomgn Sistem, Batasan Sistem, Luar Sistem,
Sistem, Masukan Sistem, Sistem, Pengolahan Sisgensdsaran Sistem. (Edhy Sutanta2009:4).

Pengertian Administrasi
Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasarteraadua orang manusia atau lebih
yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untukcapai tujuan yang telah ditentukan
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sebelumnya. (Sondang P. Siagian2006:2). Administm@arupakan suatu kebulatan proses
penyelenggaraan yang mengandung delapan unsur. yatgorganisasian manajemen, tata
hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, satsaudan perwakilan. Kedelapan unsur
tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuag tidak terpisahkan dalam menunjang
seluruh proses kerja sama yang dilakukan oleh eelgglk orang untuk mecapai tujuan tertentu.
(The Liang Gie 2009:9)

Pengertian Pajak

Tiada pajak yang dapat dipungut oleh negara tatd@aya undang- undang yang mengatur
pemungutan pajak tersebut. Oleh karena itu sediappgutan pajak diatur dalam undang- undang
yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum pajal berlaku di Indonesia yaitu Undang-
Undang dasar 1945 pasal 23 ayat (2) “segala pajaik keperluan Negara berdasarkan Undang-
Undang.”

Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (8)adi lahirlah beberapa undang-
undang yang mengatur tentang Perpajakan di IndmnBsihkan sejak 1945 sampai sekarang
pemerintah telah beberapa kali mengadakan rewspdaggantian Undang-Undang Perpajakan
seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

Menurut Rahmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:5)gydimaksud dengan pajak
adalah “juran rakyat kepada kas negara berdasatdadang- Undang (yang dapat
dipaksakan)dengan tiada mendapat jasa timbal @omstasi) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaramtisedangkan menurut Adriani, “Pajak
adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dmakisdkan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (gadamdang) dengan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dangygunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negtarla menyelenggarakan pemerintahan
pengeluaran umum”.

Fungs Pajak
1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untulbragan pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksankddijpksanaan pemerintah dalam
bidang sosial dan ekonomi. contoh : Pajak yangtidgkenakan terhadap minuman keras
untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan Pajgkitdikenakan terhadap barang-
barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
Syarat pemungutan pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan gerlawanan, maka pemungutan
pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :
Pemungutan pajak harus adil
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undgrgt(guridis)
Tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus efisien
Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Al A
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Teori pemungutan pajak

1.

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan p&aknegara antara lain :
Teori asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda,hdk-hak rakyatnya. Oleh karena itu
rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebsgatu premi asuransi karena
memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
Teori kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkad&d&eaentingan masing- masing orang.
Semakin besar kepentingan seseorang terhadap nengdia tinggi pajak yang harus dibayar.
Teori daya pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beraryaya pajak harus dibayar sesuai
dengan daya pikul masing-masing orang.
Teori bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada lgaurakyat dengan negaranya. Sebagai
warga negara yang berbakti, rakyat harus selalyatzmi bahwa pembayaran pajak adalah
suatu kewajiban.
Teori asas daya beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutarkpajaksudnya memungut pajak berarti
menerik daya beli dari rumah tangga masyarakatkumnitmah tangga negara.

Asas pemungutan pajak

Ada empat asas yang digunakan pemerintah untuk mguhpajak yaitu:

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan meratay gilkkenakan kepada orang pribadi yang
harus sebanding dengan kemampuan membayar pajaktality to pay dan sesuai manfaat
yang diterima.

Certainly

Pendapatan pajak itu tidak ditentukan sewenang+wer@leh karena itu, wajib pajak harus
mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang tgyutapan harus dibayar, serta batas waktu
pembayaran.

Covenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak seseragan saat-saat yang tidak menyulitkan
wajib pajak.

Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan ikawagpajak bagi wajib pajak
diharapkan seminim mungkin, demikian pula bebarggipikul oleh wajib pajak.

Pengelompokan pajak

1.

2.

Pengelompokan pajak menurut golongannya :
Pajak langsung
Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilick@alpihak lain,tetapi harus menjadi
beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. barfajak Penghasilan (PPh)
Pajak tidak langsung.
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Yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkgade pihak lain. contoh : Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

Pengelompokan pajak menurut sifatnya
Pajak subjektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan padglsiya, dalam arti memperhatikan
keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghagfdh)
Pajak objektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpapeehatikan diri wajib pajak.Contoh :
PPN dan PPNbm

Menurut lembaga pemungutnya

Pajak pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digmnaan untuk membiayai rumah
tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajednft®han Nilai, dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dan Bea Materai.
Pajak daerah
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dlgunakan untuk membiayai rumah
tangga daerah. Pajak provinsi contoh : pajak kexahabermotor dan pajak bahan bakar
kendaraan bermotor Pajak kabupaten/kota contohak geotel, pajak restoran, dan pajak
hiburan.

Sistem Pemungutan Pajak

1.

Official Assessment System Adalah suatu sistem pgoman pajak yang memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan beaarajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak teruttmpada fiskus

b. Wajib pajak bersifat pasif

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keimtgpajak oleh fiskus

Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungatak yang memberi wewenang

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besgpayak yang terutang. Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pgtapajak sendiri

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetian melaporkan sendiri pajak yang
terutang

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Nomor Pokok Wajib Pajak

1.

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NoPakok Wajib Pajak (NPWP) adalah

nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagansadalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atauiidemtajib pajak dalam melaksanakan hak

dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitadvpajiak

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pgakdalam pengawasan administrasi
pajak.

Cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
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Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratdjeldif dan objektif sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan @apaj berdasarkan sistemself
assesment,wajib mendaftarkan diri pada kantor BorakJendral Pajak untuk dicatat sebagai
wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nom&ol Wajib Pajak (NPWP).
Persyaratn subjektif adalah persyaratan yang selsmgan ketentuan mengenai subjek
pajak dalam undang-undang Pajak Penghasilan (PBtgyaratan objektif adalah persyaratn bagi
subjek pajak yang menerima atau memperoleh perghasiau diwajibkan untuk melakukan
pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketesgisiaz dengan undang-undang pajak.
Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktdeatral Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan ushlakukan.Direktur Jendral Pajak menerbitkan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan #pabajib pajak yang memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaarldiri untuk mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban perpajakan bagi wgdjak yang diterbitkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak sagib pajak memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuantpeaa perundang-undangan perpajakan, paling
lama 5 tahun sebelum diterbitkannya Nomor PokokiRgjak (NPWP).

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sebelum perubahan perundang-gendaerpajakan tahun 1983 diatur
dalam beberapa ketentuan perundang- undanganisgpegtdikenal dengan pajak pendapatan
orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordongakgeendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak
tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasankdang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang
pajak penghasilan. Dalam sejarah perkembangannga padang-undang Pajak Penghasilan

(PPh) ini dilakukan perubahan pada tahun 1990,ntat204, dan yang terakhir dilakukan

perubahan tahun 2000 dengan undang-undang nontahd 2000.

Dengan pengertian bahwa pajak penghasilan ini bgkad atau didasarkan pada subjek
pajak. Subjek pajak penghasilan, yang menjadi &yagk adalah :

a. orang pribadi

b. warisan yang belum terbagi

c. badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUBNMD dengan nama dan bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,Dana Pensiun, Reigan, Perkumpulan, dan lain-lain

d. badan usaha tetap

Subjek pajak dibedakan menjadi :

1. Subjek pajak dalam negeri yaitu subjek pajak yaogs fisik memang berada atau bertempat
tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Secaratiprak dapat dilihat dalam ketentuan
berikut :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesé&u arang pribadi yang berada di
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktbbdl2n, atau orang pribadi yang dalam
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempuigiauntuk bertempat tinggal di
Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harusldirdari bulan januari atau awal
tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Disamipingiga tidak harus secara berturut-
turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisai jkontinu sepanjang jumlahnya
memenuhi 183 hari selama 12 bulan.

2. Badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indenes
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3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuaggaatikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar Negeri

1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan mddehtuk usaha tetap di Indonesia.
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Inelsia, ataupun berada di Indonesia
namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka wakibulan, dan badan yang didirikan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan udlahtuk usaha tetaap di Indonesia.
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Inelkia, ataupun berada di Indonesia,
ataupun berada di Indonesia tidak lebih dari 188delam jangka waktu 12 bulan, dan
badan yang didirikan tidak bertempat kedudukamdohesia yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan danjatankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Wajib pajak
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yda teemenuhi kewajiban subjektif dan
objektif.
Wajib pajak penerima penghasilan yang dipotongkPR@gnghasilan (PPh) pasal 21 adalah :
1. Pejabat negara
2. Karyawan
Yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjdserdasarkan perjanjian atau
kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak testul
3. Karyawan tetap Yaitu orang yang bekerja pada pemkena, yang menerima atau
memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkatmasuk anggota dewan komisaris
dan anggota dewan pengawas yang secara teratterdanmenerus ikut mengelola kegiatan
perusahaan.
4. Karyawan dengan status wajib pajak luar negeriuvaiing yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangkektwal2 bulan yang menerima atau
memperoleh gaji, honorarium atau imbalan lain sahghn dengan pekerjaan, jasa dan
kegiatan.
5. Karyawan lepas Yaitu orang pribadi yang bekerjaagaeimberi kerja yang hanya menerima
imbalan apabila orang tersebut bekerja.
6. Badan bersifat
a. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swagtdigizikan dan dimiliki oleh
pengusaha perseorangan yang tidak berbadan hulkpertisperusahaan dagang, jasa
maupun industri.

b. Persekutuan adalah suatu persekutuan perdata ydirkath untuk menjalankan
perusahaan dengan nama bersama.

c. Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi yaodadibagi atas saham-saham,
dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatis jpenlah saham yang
dimilikinya.

Objek pajak
Penghasilaan adalah setiap tambahan kemampuanneisoyeng diterima atau diperoleh
wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maugari luar negeri, yang dapat dipakai untuk
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konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yargamgkutan, dengan nama dan bentuk
apapun (Mardiasmo. 2011:109).
Penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak Pejagfasilan (PPh) pasal 21 adalah :

1.
2.

3.

8.
9

10.
11.
12.
13.
14.

Pegawai
Penerima uang pesangon, pensiun atau uang mardaaiup, tunjangan hari tua, atau
jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh peilghashubungan dengan pekerjaan,
jasa, antara lain, meliputi:Tenaga ahli yang mdtakupekerjaan bebas,yang terdiri dari
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultarisopenilai, dan aktuaris.
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawatgrigrfilm dan sinetron, bintang iklan,
sutradara, kru film, foto model, peragawan/praggwamain drama, penari, pemahat,
pelukis, dan seniman lainnya.
Olahragawan
Pengarang, peneliti, dan penerjemah
Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknikplter dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomindsosial serta pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan
Agen iklan
Pengawas atau pengelolah proyek
Pembawa pesanan atau yang menemukan langganafaatamenjadi perantara
Petugas penjajah barang dagangan
Petugas dinas luar asuransi
Distributor perusahaan
Multilevel marketing atau direct selling dan kegiasejenis lainnya.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperolehhagtan sehubungan dengan

keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antararaliputi :

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemtain kanjungan kerja

c. Peserta atau anggita dalam suatu kepanitifd@gaepenyelenggara kegiatan tertentu

d. Peserta pelatihan, pendidikan, dan magang

e. Peserta kegiatan lainnya.

Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan mtiragh Pajak Penghasilan (PPh)

pasal 21:

a. Wajib pajakadalah orang pribadi atau badan yanguna¢rketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan jkeaveperpajakan, termasuk pemungut
pajak atau pemotong pajak tertentu.

b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomoryangdkan kepada wajib pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakbagai tanda pengenal diri atau
identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak darajean perpajaknnya.

c. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sangadel (satu) bulan takwin atau jangka

waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan mé&atrangan paling lama 3 (tiga) bulan
takwin.
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d. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dilpmda suatu saat pada masa pajak dalam
tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak mekatentuan perundang- undangan
perpajakan.

e. Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang ol@gh pejak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek miakatau bukan objek pajak, dan atau
harta dan kewajiban menurut ketentuan perundangngaoh perpajakan.

f.  Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitaimiak suatu masa pajak.

g. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang ol@hpegak digunakan sebagai sarana untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yamgneyke kas negara melalui kantor pos
atau Bank Umum milik Negara atau Bank Umum milikeEzh atau tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh pemerintah.

h. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukgihaa pajak atau sanksi administrasi
berupa bunga atau denda.

Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan tidak kefek adalah penghasilan yang
menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajeda@ pribadi, dengan kata lain apabila
penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahdipawah PTKP tidak akan terkena Pajak
Penghasilan (PPh). Besarnya penghasilan tidak iagjaé yaitu sebagai berikut :
Rp. 36.000.000,- untuk diri wajib pajak pribadi
Rp. 36.000.000,- tambahan untuk istri yang pentgrasya digabung dengan suami
Rp. 3.000.000,- tambahan bagi wajib pajak kawin
Rp. 3.000.000,- tambahan untuk setiap tanggungan

Tarif pajak penghasilan pasal 21

1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,- dikenakan seb&sar 5
2. Rp. 50.000.000.- sampai dengan Rp. 250.000.00kendkan 15%
3. Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.00ndkan 25%
4.
B

PwnE

Diatas Rp. 500.000.000,- dikenakan pajak sebegar 30
laya jabatan dan biaya pensiun

Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor P4BPMK.03/2008, besarnya biaya
jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilato hmtuk penghitungan pemotongan pajak
penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan 5% danglmasilan bruto, setinggi-tingginya
Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- perbulan.

Formula perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21s€liilan xxx Tunjangan jabatan xxx
Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb xxx Honorardam Imbalan lain xxx + Besarnya biaya
pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilato hmtuk penghitungan pemotongan pajak
penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan 5% danglmasilan bruto, setinggi-tingginya
Rp.2.400.000,- setahun atau Rp.200.000,- . Perighdsuto Pengurang : Biaya jabatan 5% luran
pensiun luran THT Penghasilan netto PTKP : Wajjalp&V/P kawin Tanggungan Xxx XXX XXX +
XXX XXX XXX + XXX XXX = XXX XXX - XXX
Penghasilan kena pajak
Penghasilan kena pajak xxx X tarif PPh 21 xxx = xxx

M ekanisme penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
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Mekanisme yang dilakukan dalam menyetorkan pphlgfisgang telah dipungut oleh
perusahaan atas penghasilan karyawan yaitu :

1. Setelah seluruh Pajak Penghasilan (PPh) pasalifirdirdan dipungut setiap bulannya oleh
petugas bagian pajak perusahaan kemudian bagiand@u ke bank atau tempat pembayaran
pajak yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagaptat pembayaran atau penyetoran pajak.

2. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Palegh@Ph) pasal 21 yaitu :

a. Untuk pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh) pastnggal 10 bulan takwim
berikutnya setelah masa pajak berakhir.

b. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdes&urat Pemberitahuan (SPT)
tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dibayas Iselambat-lambatnya tanggal 25
bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tgtajak berakhir, sebelum Surat
Pemberitahuan (SPT) itu disampaikan.

c. Sarana yang digunakan dalam penyetoran Pajak Palegh@Ph) pasal 21 yang terutang
adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Dimana SurataBe®ajak (SSP) harus diisi dengan
seluruh jumlah (PPh) pasal 21 yang terutang atag g&an dibayar.

M ekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dihitangdisetor maka selanjutnya yaitu
melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Palegh@3Ph) pasal 21 yang terutang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj#idapun tatacara yang harus dilakukan
melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang sebaugaitye

1. Pajak dilaporkan dengan menggunakan Surat Pentineitg SPT) yang harus diambil sendiri
di kantor pelayanan pajak setempat.

2. Dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran Pagkghasilan (PPh) pasal 21
menggunakan dua macam Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasikm) (fPasal 21, adalah surat yang
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembaypajak yang terutang dalam suatu
masa pajak

4. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghd&Rim) pasal 21, adalah surat yang
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembaypajak yang terutang dalam suatu
tahun pajak yakni formulir 1721

5. Surat Pemberitahuan (SPT) diserahkan atau dilaposiedambat-lambatnya untuk Surat
Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PB&) &k tanggal 20 bulan berikutnya
setelah masa pajak berakhir dan untuk Surat Petabeain (SPT) tahunan Pajak Penghasilan
(PPh) pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelakltrnya tahun pajak.

PEMBAHASAN

Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Dari data yang penulis temukan di PT. Surya MaRerkasa , cara perhitungan Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan pergberandang-undangan yang berlaku. Rp
1.674.000 Rp 1.674.000 Pelaporan dan Pembayarak Panghasilan (PPh) Pasal 21.
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Cara pelaporan dan pembayaran Pajak PenghasilapPaBal 21 yang dilakukan oleh PT. Surya

Martim Perkasa :

1. Pihak PT. Surya Martim Perkasa melakukan perh&nrfajak Penghasilan (PPh) pasal 21
setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan benyaisetelah masa pajak berakhir.

2. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Sury@nMRerkasa dibayar di Bank.

3. Pengisian SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) pagali@d lambat tanggal 20 setiap bulan
setelah masa pajak berakhir dan kemudian menyarajiadke Kantor Pelayanan Pajak yang
disertai Surat Setoran Pajak lembar ke-3.

4. Pada tanggal 31 maret tahun berikutnya atau setafababatnya 3 bulan setelah tahun pajak
berakhir, PT. Surya Martim Perkasa, menyerahkan B#ilinan ke Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan pemeriksadradap segala kelengkapan dan
kebenaran dalam pengisian SPT Tahunan yang diseraéh PT. Surya Martim Perkasa .

Surat Setoran Pajak (SSP)

PT. Surya Martim Perkasa menggunakan dokumemtnkumelakukan pembayaran atau
penyetoran pajak Penghasilan (PPh) yang terutakgsBlegara melalui Bank Rakyat Indonesia.
Surat Setoran ini terdiri dari 5 lembar yaitu:

1. Lembar pertama untuk pemungut Pajak Penghasilam) (fd3al 21 yaitu PT. Surya Martim
Perkasa .

2. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPPalmegkantor Perbendaharaan dan kas
Negara.

Lembar ketiga untuk diserahkan oleh pemungut pegakantor Pelayanan Pajak Takalar
yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di muka, maka disikgrusebagai berikut:
1. Pada system administrasi Pajak
2. Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Surya Martikag® sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.
3. Proses administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Paseda PT. Surya Martim Perkasa adalah
sebagai berikut:
a. Memeriksa dokumen pendukung
. Mencatat pengenaan pajak
. Membuat perhitungan pajak
. Membuat daftar bukti pemotongan Pajak Penghadit&h) Pasal 21
. Mengarsipkan bukti pemotongan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 3 Dokumen-dokuyazry digunakan dalam
melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan (PPal) Zas
1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
3. Surat Setoran Pajak (SSP)

O

(Ol eoRNe]
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